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ABSTRAK

Perkembangan di zaman ini mempunyai peranan yang sangat
penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara
produsen dan konsumen, karena adanya prinsip perlindungan
konsumen dapat menjadi acuan dalam menjamin hak-hak konsumen.
PT. Telkom merupakan perusahaan yang bergulir di industri informasi
serta penyedia jasa jaringan telekomunikasi di Indonesia yang
menyediakan layanan jasa internet Indihome. Layanan internet
tersebut tidak terlepas dengan adanya hambatan atau gangguan
kerusakan pada jaringan internet yang dialami oleh pelanggannya,
sehingga konsumen merasa dirugikan karena tidak mendapatkan jasa
internet yang sesuai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
perlindungan konsumen Indihome dalam gangguan jaringan Internet
di Plasa Telkom Majapahit Bandar Lampung. dan bagaimana
pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan
konsumen “Indihome dalam gangguan jaringan Internet di Plasa

m Majapahit Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini yai ul

tahui perlmdungﬂ nmdlhome dalam ganggu

gan internet di I dar Lampung danunt
ui pandangan hukum Islam dan hukum posi T

perlindungan konsumenylndihome dalamggangguan jaringan internet

di Plasa TeIkoWandar LaP
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan

(field research) dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis.
Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data
skunder. Metode pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu, editing, klasifikasi
dan sistematis data, kemudian data analisis dengan metode kualitatif
dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan,
pertama, pelaksanaan perlindungan konsumen yang diberikan oleh
Plasa Telkom Majapahit Bandar Lampung yaitu menindak lanjuti
laporan pelanggan jika sambungan layanan jaringan internet Indihome



di alamat pelanggan mengalami gangguan atau kerusakan. Kedua,
menurut analisis hukum Islam, perlindungan konsumen dalam
gangguan jaringan internet Indihome di Plasa Telkom Majapahit
Bandar Lampung ini telah sesuai dengan rukun dan syarat akad /arah
(sewa menyewa). Dan menurut hukum positif pelaksanaan
perlindungan konsumen yang diberikan oleh Plasa Telkom Majapahit
Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

dan sudah tertulis di kontrak berlangganan, serta telah sesuai dengan
Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini
dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman,
maka perlu di jelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang
terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul
“Perlindungan Konsumen Indihome dalam Gangguan
Jaringan Internet Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif (Studi di Plasa Telkom Majapahit Bandar Lampung)”.

Adapun istilah —istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai
berikut:

1. Perlindungan Konsumen
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian
perlindungan adalah hal memperlindungi atau memproteksi,

sedangkan konsumen adalah pemakai barang hasil
(babhan pakaiankl, &:bagainya), peneri
iklan,xdan pema .

ihome
Indihome adalah sebuah produk layanan dari PT
Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang terdiri dari tiga (3)
layanan komunikasi dan data dalam satu paket yaitu telepon
rumah (voice), internet on fiber (high speed internet), dan
layanan televisi kabel (USee TV dan IP TV).

! pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 595.

2 “Pengertian Indihome,” Nesabmedia, 2023,
https://www.nesabamedia.com/pengertian-indihome/.
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3. Jaringan Internet

Internet atau Interconnected Network merupakan jaringan
komunikasi global yang menghubungkan satu komputer ke
komputer lain di selurun dunia. Lebih jelasnya internet
memungkinkan untuk terjadinya komunikasi dan pertukaran
informasi dengan berbagai pihak kapan pun dan di mana pun.?

4. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini adalah Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah). Secara bahasa Muamalah
berasal dari kata amala yu’amilu yang artinya bertindak,
saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut
istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu
yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.
Muamalah' juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama
yang mengatur.-hubungan.antara sesama.manusia, dan antara
manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.*

ukum Positif

Hukum Positif [IJ IUS, constitutum«yang ber,
mpulantasas dan kaidah hukum tertulis yang pada
aku™dan mengikat secara_umum
ditegakkan atau "melaluispemeri atau pengadian
dalam Négar ia.> Huku ada penelitian ini,
bagaimana perlindungan konsumen Indihome dalam
gangguan jaringan internet.

us dan

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di zaman ini mempunyai peranan yang
sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum
antara produsen dan konsumen, Kkarena adanya prinsip

% “Jaringan Internet,” Indihome, 2023, https://indihome.co.id/blog/jaringan-
internet-pengertian-fungsi-dan-bagaimana-perkembangannya.

* Rachmad Syafei, Figh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 14.

® A Definisi Cakap Hukum, “Cakap Hukum, Hukum Positif Dan Hukum
Islam,” Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2013): 1689-1699.
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perlindungan konsumen dapat menjadi acuan dalam menjamin
hak-hak konsumen. Bagi masyarakat masyarakat Indonesia
menggunakan jasa layanan telekomunikasi sudah menjadi
kebutuhan pokok. Penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi
ini tidak lepas dari adanya penyelenggara telekomunikasi, yaitu
penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi.

PT. Telkom merupakan perusahaan yang bergulir di industri
informasi serta penyedia jasa jaringan telekomunikasi di
Indonesia yang menyediakan layanan internet. Pada salah satu
layanan internet yang di sediakan oleh PT. Telkom adalah
Indihome. Indihome adalah layanan digital yang berteknologi
fiber optik dimana ini_merupakan sejenis kabel yang biasanya
tidak lebih dari sehelai rambut yang digunakan untuk mentransfer
sinar cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut KBBI
Internet <adalah fjaringan  komunikasi ' elektronik yang
menghubungkan: jaringan komputer dan-fasilitas komputer yang
terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau.satélit.®

Konsumen yang ingin berlangganan Indihom
endaftar langsungs di j sa Telkom atau
nline“dengan m apltkast My Indihome. H

PT Telkom dan konsumennya=~bersif
pelaksanaan sebtahkontrak yangrtelah. disepakati oleh pihak
konsumenﬂnenyedia Pug tidak berjalan
sesuai dengan yang¥ di “harapkan, sebagai konsumen yang
menggunakan jasa internet seharusnya menerima haknya. PT
Telkom sebagai pelaku usaha juga seharusnya menerima
kompensasi dari jasa internet yang sudah diberikan. Faktanya,
masih banyak konsumen yang tidak terpenuhi haknya, salah
satunya adalah apabila terjadinya ganggguan jaringan internet
yang lebih dari tiga hari. Dengan hal tersebut tentu mengganggu
kesibukan konsumen yang menggunakan IndiHome, sehingga
membuat terhambatnya aktivitas yang selama ini bergantung
pada jaringan intemet.

6 “Pengertian Internet,” KBBI, 2023, https://kbbi.web.id/internet.



Penetapan aturan —aturan  perlindungan  konsumen
didasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan urutan dan
prioritas: Al-quran, Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW,
Iljmak, dan Qiyas. Hukum Islam yang mengatur tentang
perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam Q.S
al-Bagarah [2] : 279:

P

_ A
O <45

-

P I N TS SR T R e

z

5 4

£ 2 -

// — 2 ?: ¢ 9} ‘/, 2 28 - . ’i’
Vi Tosells Y femltal el P

‘Maka jika kamu tidak-mengerjakan-(meninggalkan sisa riba),

maka ketahuilah, bahwa « Allah dan Rasul-Nya, akan
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan
iba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiay.

(pula) dianiaya ”ﬂllawz] : 279).

angkan=dalam Undang-Undang Nomer 8 Ta

tentang erlindungan,.. Konsumenssmmenyatakan  bahwa:
"Perlindugan erupakan s ang menjamin
adanya kepastian hu ntuk ‘me I perlindungan terhadap

konsumen".” Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan
bahwa setiap konsumen berhak atas kepastian hukum di dalam
suatu perjanjian dengan para pelaku usaha, tidak terkecuali
dengan kerugian yang dialaminya. Kasus gangguan jaringan
internet masih sering terjadi sehingga tidak terpenuhinya hak—hak
konsumen. Hak dasar konsumen salah satunya adalah
mendapatkan keamanan dalam penggunaan jasa tersebut.
Semakin banyaknya pengguna jaringan internet Indihome oleh
masyarakat maka permasalahan yang terjadi juga banyak,

" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Presiden Republik Indonesia,”
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 4, no. 1 (n.d.): 1-5.
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diantaranya yaitu kejadian pada saat berlangsungnya sewa. Objek
pada sewa tersebut sering mengalami gangguan dengan tanda
yaitu jaringan mengalami los berwarna merah, sehingga membuat
konsumen merasa tidak aman dalam menggunakan jasa layanan
Internet tersebut. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa
masih banyak yang harus digali dari pelindungan konsumen
khususnya mengenai terjadinya gangguan jaringan internet bagi
konsumen Indihome.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk
mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan di atas dengan
melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen
Indihome Terhadap Gangguan Jaringan Internet Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif di Plasa Telkom Majapahit
Bandar Lampung”.

. Fokus dan SubFokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada . perlindungan .konsumen
Indihome dalam gangguan jaringan internet. Sub fokus penelitian
ini adalah perlindunian konsumen indihome dalam

ringan internet perspeKtif IWm dan hukum po
san Masalah

Dari latar..belakang diatas, .penulis. merumuskan masalah

sebﬂ _ (
1. Bagaimana Perlffndungan sumen Indihome dalam

Gangguan Jaringan internet di Plasa Telkom Majapahit
Bandar Lampung?

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif
Terhadap Perlindungan Konsumen Indihome dalam Gangguan
Jaringan internet di Plasa Telkom Majapahit Bandar
Lampung?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Konsumen Indihome dalam
Gangguan Jaringan internet di Plasa Telkom Bandar
Lampung.



Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam dan Hukum
Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Indihome dalam
Gangguan Jaringan internet di Plasa Telkom Majapahit
Bandar Lampung.

Manfaat Penelitian

1.

Secara Teoritis

Secara teoritis menjelaskan manfaat penelitian untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan
referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas
Syariah, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya berkaitan tentang perlindungan konsumen.

. Secara Praktis

Secara praktis yaitu untuk memberikan informasi kepada
masyarakat khusunya pengguna Indihome mengenai
perlindungan.konsumen:Perspektif Hukum_Islam dan Hukum
Positif.

jian Penelitian Terdahulu yang Relevan
enelitian ini. buka il' atu-satunya yang
akukan: sebelumn beberapa“penelitian yang men

erlindungan konsumen, penelitian_.ini men

penelitian sebagai peneliti.terdahulu yang relevan.

1.

Skripsi o Azhari F fah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru
(2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Indihome Akibat Terjadinya
Gangguan Jaringan Internet Ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Plaza
Telkom Group Pekanbaru)”. Dalam penelitian ini
menyimpulkan  bahwa perlindungan hukum terhadap
konsumen Indihome dapat dilakukan yaitu dengan
disediakannya sarana bagi konsumen untuk menyampaikan
keluhan seperti kompensasi atau ganti rugi, bahwa Tanggung
Jawab dari Pihak Telkom Terhadap Layanan Gangguan
Jaringan Internet Konsumen tidak terlaksana sesuai dengan
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Kontrak yang dibuatnya serta Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.®

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini
adalah objek yang diteliti vyaitu sama-sama mengenai
perlindungan konsumen indihome terhadap gangguan jaringan
internet. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang
digunakan adalah metode hukum sosiologis atau empiris.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan

penelitian ini adalah fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu

perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999, sedangkan pada penelitian ini fokus

penelitiannya adalah perlindungan konsumen indihome

terhadap gangguan jaringan internet perspektif hukum islam

dan hukum positif.
2. Skripsi oleh Fitri Amalia Sholicha Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
(2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum
Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Tagihan Paket Wifi
' Indihome di Sidoarjo”. Penelitian ini membahas mengenai
“ “kenaikan tidak diduga pada tagihan paket wifi Indihome
perbulannya saat melakukan pembayaran yang tidak sesuai
engan perjanjian di awal saat pemilihan paket data.
Peﬁ?e_ﬁébnya bahwa terkadang™pihak m_f;r-kzﬁng Indihome
tidak ﬂnformasi 'dengan terperinci
terhadap penggunawifi.’

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini
yaitu sama-sama membahas mengenai internet Indihome
perspektif hukum Islam, dan pendekatan penelitian yang
dilakukan merupakan kualitatif. Sedangkan perbedaan
penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus

8 Cici Octa Azhari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome
Akibat Terjadinya Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Plaza Telkom Group Pekanbaru)"
(Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 15.

® Fitri Amalia Sholicha, "Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999
Terhadap Tagihan Paket Wifi Indihome Di Sidoarjo™ (Skripsi, UIN Sunan Ampel,
2021), 5.



dalam penelitian sebelumnya yaitu kenaikan tagihan paket
wifi Indihome, sedangkan penelitian ini berfokus pada
perlindungan konsumen gangguan jaringan internet Indihome.
3. Skripsi oleh Siti Fityati Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Mataram (2022) dalam penelitiannya yang berjudul
“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian
Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel (Studi
Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat)”. Dalam
penelitian ini membahas mengenai bentuk isi perjanjian antara
PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Mataram dengan
pelanggan indihome yang dimana menggunakan perjanjian
secara tertulis yang telah mengikat kedua belah pihak.
sedangkan bentuk perjanjian yang digunakan antara pelanggan
dengan masyarakat menggunakan perjanjian secara lisan tidak
dengan tulisan.’
Persamaan penelitian. sebelumnya dengan penelitian ini
yaitu sama-sama membahas mengenai jaringan _internet
Indihome, pendekatan penelitian yang dilakukan sama-sama
menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan
~penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus
dalam penelitian sebelumnya yaitu perjanjian penggunaan
rlngan internet secara paralel, sedangkan i ini
berfokus pada-perlindungan konsumen..terhadap gangguan

jaringan ” f
4. Skripsi oleh Juli Danfati Lestari ultas Syariah Universitas

Islam Negeri Palopo (2020) dalam penelitiannya yang
berjudul “Sistem Berlangganan Jasa Internet Indihome Pada
Plasa Telkom Palopo Perspektif Hukum Islam”. Dalam hasil
penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pelayanan
administrasi dan penawaran dalam pemilihan paket internet
IndiHome dilakukan dengan sangat baik kepada pelanggan
namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai di kemudian hari.
Sewa-menyewa ini dilakukan oleh orang yang layak dan

10 Sjtj Fityati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian
Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel (Studi Desa Telaga Waru
Kabupaten Lombok Barat)" (Skripsi, UIN Mataram, 2022), 121.
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barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak sesuai
dengan transaksi ljarah (Sewa-menyewa) syariat. Terdapat
unsur gharar (ketidakjelasan) terhadap perubahan tagihan
sewa yang tidak sesuai dengan harga yang disepakati di awal
akad. Sehingga sistem berlangganan jasa internet IndiHome di
Plasa Telkom Palopo belum memenuhi rukun dan syarat
dalam hukum Islam."

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini
yaitu sama-sama membahas mengenai jaringan internet
Indihome perspektif hukum Islam, pendekatan penelitian yang
dilakukan sama-sama menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya
dengan penelitian ini adalah fokus dalam penelitian
sebelumnya yaitu sistem berlangganan jasa internet perspektif
hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada
perlindungan konsumen terhadap gangguan jaringan internet
perspektif hukum Islam dan -hukum positif.

5. Skripsi oleh Putri Diyantari Fakultas Hukum Unlver5|tas
Islam "Riau (2020) dalam penelitiannya yang berjudl
“Perlindungan u r Konsumen Indihome,
Gangguan Jarin t'Ditinfau-dari Undang-Undaf
ahun 1999 Tentang Perlindungan Kensumen, (Studt Kasus:
PT. Telkom.Indonesia Riau Witel)”’..Dalam hasil penelitian ini

menyiwwa pe’hukum terhadap
konsumen pelanggan * jaring internet IndiHome yang
diberikan oleh PT.Telkom pada dasarnya sudah terlindungi,
karena hak-hak konsumen sudah diberikan dan sudah tertulis
di Kontrak Berlangganan yang telah disepakati.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini
adalah objek yang diteliti yaitu sama-sama mengenai

perlindungan konsumen Indihome terhadap gangguan jaringan

11 Juli Daniati Lestari, "Sistem Berlangganan Jasa Internet Indihome Pada
Plasa Telkom Palopo Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Palopo, 2020), 6.

12 pytri Diyantari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome
Atas Gangguan Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: PT. Telkom Indonesia Riau Witel)"
(Skripsi, UIN Riau, Pekanbaru, 2020), 15.
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internet. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian observasi. Sedangkan
perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah
fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu perlindungan
konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya
adalah perlindungan konsumen indihome terhadap gangguan
jaringan internet perspektif hukum islam dan hukum positif.

H. Metode Penelitian
Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini
penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian “ini termasuk jenis penelitian lapangan
(field research), yaitu metode penelitian yang langsung
dilakukan di lapangan atau pada responden untuk
mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan peneliti
Data penelitiamjilr ari pihak Plasa
Majapahit B L ng,* -tentang.« perlind
nsumen.terhadap gangguan jaringan-interne
b. Sifat Penelitian '

Pﬂmerupak yang bersifat
deskriptif kualitatif karena beftujuan untuk menganalisis

masalah yang dihadapi berlandaskan data sebenarnya dari
lapangan. Adapun data yang dikumpulkan dari lapangan
yaitu dengan wawancara.'

13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2018), 3.
“ Ibid., 205.
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2. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah informasi yang diperoleh
langsung dari sumber data penelitian untuk tujuan
tertentu. Data primer diantaranya adalah catatan hasil
wawancara, dan hasil observasi lapangan.' Data primer
ini diperoleh langsung dari responden dan objek yang
diteliti melalui wawancara dari beberapa pihak yang
berterkaitan dengan masalah penelitian.
b. Data Skunder
Data skunder adalah sumber atau informasi data
yang dijadikan sebagai data pendukung. Dalam
penelitian ini penulis mendapatkan data dari Al-quran,
hadis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan  Konsumen, . buku, dan artikel yang
dianggap " relevan dengan permasalahan yang akan
dikaji dalam penelitian ini.'®

3. Populasi dan Sampel
a. PopulasiA l(ﬁ
Popul la K*atau subjek peneliti
mempunyai kualitas dan karakteristi

ditetapkan'oleh penelitiuntuksdipelajari dan kemudian
@Nulam17 enjadi populasi
dalam penelttian ini ‘adalah Supervisor CCO (Customer

Care Operation) dan 115 pelanggan Indihome Plasa
Majapahit.
b. Sampel
Sampel penelitian adalah sebagian atau sejumlah
cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi yang

15 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara,
2018), 57.

1 |bid., 58.

17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
(Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 172.



12

diteliti secara rinci.’®* Cara pengambilan sampel pada
penelitian ini adalah dengan menggunakan accidental
sampling.

Accidental sampling adalah teknik pengambilan
sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang
secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat
dijadikan sampel, bila dipandang orang yang kebetulan
ditemui itu cocok sebagai sumber data.® Dalam
menentukan  jumlah sampel vyang representatif
menggunakan Rumus Hair. Dimana untuk analisis
faktor ukuran sampel yang direkomendasikan adalah
tidak kurang dari 50 sampel, dan disarankan ukuran
sampel 100 —200 sampel. Penulis menetapkan sampel
dalam penelitian ini adalah sebanyak: 10 x 10 indikator
=100.

Berdasarkan perhitungan di atas didapat untuk
sampel minimum menggunakan 100 sampel responden.
Namun peneliti mengambil responden dengan jumlah

115 sampel untuk meminimalisir kesalahan dan j
tersebut. 5-100r pa!dmsing-masing m
setiap wilay ar Lampunag.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Ob“ .
Observasi #atau ‘pengamatan adalah  metode

pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan
pengamatan secara langsung kelapangan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.”> Dengan
demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi

8 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2008), 162.

1% Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2008), 300.

0 Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode
Pengumpulan Data Kualitatif IImu-Ilmu Sosial),” At-Tagaddum 8, no. 1 (2017): 21,
https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163.
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lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat
secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.
b. Wawancara
Wawancara adalah tanya jawab lisan yang dilakukan
oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari
narasumber.”  Wawancara  merupakan  metode
sistematis untuk mengumpulkan informasi melalui
tanya jawab mengenai permasalahan yang diteliti di
Plasa Telkom Majapahit Bandar Lampung. Dalam
praktiknya peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk
diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian. Narasumber
yang akan diwawancarai adalah Supervisor CCO
(Customer Care Operation) Plasa Telkom Majapahit
Bandar Lampung dan pelanggan internet Indihome.
c. /Dokumentasi
Dokumentasi. berasal dari kata dokumen, yang
artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi
berarti cara mengumpulkan data dengan menc
data" yang tl engan teknik ini,
mencari I tannya _serta arsi
berkaitan dengan objek penelitians

5. Pﬂwta _ r
Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahapan

selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data.
Tahapan—tahapan yang akan digunakan adalah sebagai
berikut:

a. Editing
Editing adalah memeriksa kembali data—data
yang telah dikumpulkan dari lapangan dan melakukan
penyeleksian dari semua aspek untuk mencakup

21 Hardani Ahyar et al., Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, ed.
Husnu Abzazdi (Yogyakarta: CV. Pustaka llmu Group Yogyakarta, 2020), 137-138.
Ibid., 149.
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kecocokan, keaslian, kejelasan serta signifikannya
pada pokok pembahasan agar bisa melakukan proses
penelitian selanjutnya.”®
b. Klasifikasi
Klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis
daripada sejumlah objek, gagasan, buku atau benda-
benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu
berdasarkan ciri —ciri yang sama.*
c. Sistemating
Sistemating adalah metode untuk melakukan
peninjauan data yang diperoleh secara tersusun,
berpola dan sistematis sesuai data yang diperoleh.”®
Dengan cara melakukan pengelompokan data yang
telah diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi
dan urutan masalah.

6. Analisis Data
Analisis data merupakan suatu tahap,yang sangat

diperlukan dalam penelitian agar memperoleh
penelitian yanght“sebagai hasil‘ pen
Dalam hal ini sistyang digunakan a

skriptife._kualitatif yaitu metode~"yan i

terhadap suatudata yang telahrdikumpulkan, kemudian
isusun; d gan kata-kata

dikl~ P
atau kalimat ng" digunakan untuk memperoleh

kesimpulan.?

2 R Fitri, Desain Penelitian Deskriptif , Menurut Notoatmodjo’,
Poltekkesbandung.Ac.ld, 2020, 39-53
<https://repo.poltekkesbandung.ac.id/1220/9/BAB Il1.pdf>.

24 Gatot Subrata, Klasifikasi Bahan Pustaka, Pustakawan Perpustakaan,
1.Ddc (2019), 1-13.

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2019), 126.

% Aziz Abdul, “Teknik Analisis Data,” Analisis Data Kualitatif, 2020, 1—
15.
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Sistematika Pembahasan

Dalam memaparkan isi penelitian ini, perlu dijelaskan secara
rinci tentang tahapan-tahapan susunan pada tiap-tiap bab, yang
nantinya dapat memberikan gambaran terhadap penelitian yang
penulis bahas. Adapun bab—bab yang dimaksud terbagi menjadi
lima bab, yaitu:

BAB | yang berisi pendahuluan untuk menghantarkan skripsi
secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul,
latar belakang masalah, fokus dan sub—fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian
terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

BAB Il merupakan landasan teori. Berisi teori—teori besar
(grand theory) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka
penelitian kualitatif ini yang berisi tentang Perlindungan Hukum
terhadap /konsumen dalam gangguan jaringan internet, Hukum
Islam, Hukum Positif, dan akad /jarah. Keberadaan teori baik
yang dirujuk dari pustaka atau, hasil penelitian terdahulu yang
Igunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstr
ru yang dikemukan ol I

BAB LIl memb tang ran umum lokasi p
ejarahtsingkat berdirinya Plasa Telkem Maj
Lampung, Visiwdan, Misi PlasasTelkom Majapahit Bandar
Lampungﬂ' an internet Pﬁlain itu di bab ini
juga membahas péelaksanaan p dungan konsumen dalam
jaringan internet Indihome.

BAB IV berisi analisis, yang meliputi analisis terhadap
perlindungan konsumen Indihome dalam gangguan jaringan
internet di Plasa Telkom Majapahit Bandar Lampung, serta
membahas analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap
perlindungan konsumen dalam gangguan jaringan internet di
Plasa Telkom Majapahit Bandar Lampung.

BAB V merupakan bab terakhir dalam penyusunan penelitian
yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.







BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Menurut Undang-Undang
tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen
adalah usaha apapun yang menjamin kepastian perlindungan
konsumen meliputi pemberdayaan konsumen dan keterbukaan
informasi kepada konsumen mengenai barang atau jasa.?’
Tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif
rendah;  perhatian_terhadap konsumen sangat diperlukan,
karena setiap, orang pada suatu waktu-tertentu, baik sendiri
maupun berkelompok, dalam situasi dan kondisi.apapun pasti
akan.'menjadi konsumen (pihak pemakai), baik terhad
barang" maupun g jasa.”® h karena itu’ di
perlindungan k S merata dalam meli
pelakususaha yang jujur dan beritikad baik, serta
buruk-pada hubungan pelaku-usah

R i perlindung dapat dibedakan
menjamaitu perll‘mgdap kemungkinan
barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan
yang diperjanjikan dan perlindungan terhadap penerapan
kondisi yang tidak adil kepada konsumen. Keinginan yang
ingin dicapai dalam perlindungan konsumen adalah
menciptakan rasa aman sehingga konsumen dapat memenubhi

kebutuhan pokoknya.

27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
pasal 1 ayat (1).

% H. A. Khumedi Ja’far, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif
Hukum Bisnis Islam,” Asas 6, no. 1 (2014): 96.

2 Abdul Halim Barkatullah, Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Di Indonesia, ed. by Zakiyah, 1st edn (Bandung: Nusa Media, 2017), 27.

17
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Dengan adanya hukum perlindungan konsumen dan
Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat
memberikan jaminan konsumen berupa kepastian hukum
dalam melindungi konsumen, karena kedudukan mereka lebih
lemah dibandingkan pelaku usaha. Undang-Undang
perlindungan konsumen dapat dijadikan sebagai sarana
edukasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik
kepada konsumen maupun pelaku usaha, sehingga tujuan dari
undang-undang perlindungan konsumen dapat tercapai.*

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen
a. Dasar Hukum Konsumen Menurut Hukum Islam
Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh
para fugaha ada 4, yaitu berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah,
Iima’, dan Qiyas. Sumber—sumber hukum ini dijadikan
sebagai’ acuan dalam pengambilan hukum perlindungan
konsumen dalamIslam." Sebagaimana yang . sudah
dijelaskan Rasullulah SAW mengenai hukum perlindungan
konsumen dalam hadis yang berbunyi:

(;.lgjg;l.’ci&\ ‘i\'igﬁ " /Llaé;\ sl 52

il ) glis V3 s

ari Ubadah, bin Syamit ra;=bahwasanya

saw tidak boleh emudharataan
dan tidak bo embalas emudharataan”. (HR.
lbnu Majah).*

% Husni Syawali dan Neni SM, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung:
Mandar Maju, 2019), 7.
31 Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibnu Majah 2340, 2009, 13.
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Dan dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa’ [4] :
58.

z P NP
(20 s Loer OF

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya. kepadamu. Sesungguhnya  Allah adalah Maha
Mendengar lagi maha melihat”. (Q.S an-Nisa’[4] : 58)

Sepintas ayat ini memang berbicara tent
tetapl seq#ii)l mengandung’ pesan
perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebut
ngantaya dan tidak dianiaya“(tid imi dan

tida la dizalimi). Dalam k s bisnis, potongan
p ersebut rintah bagaimana
adanya perlindungan konSumen, bahwa antara pelaku

usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi
atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini
berkaitan dengan hak konsumen dan juga hak pelaku
usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus
dilandasi oleh nilai—nilai dan etika yang menjunjung
tinggi kejujuran dan keadilan.*

%2 Dwi Runjani Juwita Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak
Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999,” Opinia de Journal Vol. 2, no. 2 (2022): 33.
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b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Menurut Hukum
Positif
Perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan
teknologi  telekomunikasi dan informatika telah
memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau
jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi
yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi
konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang
dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih jenis dan
kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan
dan kemampuan konsumen. Undang-undang tentang
Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap
memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil
dan menengah. Hal itu dilakukan .melalui upaya
pembinaan dan penerapan sanksiatas pelanggarannya.
Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini
dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan

nasional bahwa pembangunan nasional  ter
pembangunanh lﬁmberikan perlin
terhadap kon adal m rangka memb

anusia=indonesia seutuhnya yang.berland
falsafah kenegaraan Republik™ Indonesia yaitu dasar

negwan konsthang-Undang
Dasar 1945.%°

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang
konsumen dapat memperoleh perlindungan adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21
ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 No. 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia No. 3821).

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, “Presiden Republik Indonesia.”
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3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

6. SuratEdaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.
235/DJPDN/V11/2001 tentang Penanganan Pengaduan
Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas
Indag Prop/Kab/Kota.

7. Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam
Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005.%*

3. Pelaku Usaha dan Konsumen
a. Pelaku Usaha

Menurut Undang-undang Pasal-1 ayat (3) Tahun 1999

tentang pengertian. Perlindungan Konsumen yaitu

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan at
badan. usaha, ghaik yang berbentuk: badan shuk

didirikan dﬂkiu atau melakukan

dalam wilayah hukum negara Republik™ Indon

diri™maupun  bersama-sama erjanjian
men arakan kegiatan usaha.dalam berbagai bidang
€

Pelaku usaha yang dimaksud dalam penjelasan ini
adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir,
pedagang, distributor, dan lain-lain. *

b. Konsumen

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan

8 «perlindungan Konsumen,” Fjp-law, 2023, https://fijp-
law.com/id/perlidungan-konsumen/.
% Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (3).
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diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup

lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*

Menurut Nasution, konsumen adalah seorang yang
membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang
atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau
menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang
yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah
barang.*’

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan
konsumen terjadi apabila pelaku usaha memberikan janji-
janji dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan
barang dan jasa, karena sejak saat itu timbul hak dan
kewajiban para_ pihak, baik pelaku usaha maupun
konsumen.®

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak
a. ».Menurut Hukum Islam
Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang

membutuhkan pekhatian serius dari pelaku usaha, y
1. Hak untuk ;Ie«masi yang akurat, juj
adil, dan terhindar dari pemalsuan.

atas  mendapatkan keamana

lin sehat.
3. Ha da_patkam penyelesaian

sengketa.

4. Hak untuk mendapatkan  perlindungan  dari
penyalahgunaan keadaan.

5. Hak untuk mendapatkan kompensasi akibat negatif
dari suatu produk.

% |bid., Pasal 1 ayat (2).

37 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi
Hukum Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 21.

% Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta and Anak Agung Sri Utari,
“Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen,” 2016, 3.
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6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang
wajar.*

Kewajiban konsumen dalam hukum Islam tidak
dijelaskan secara spesifik, namun sebagai bentuk
keseimbangan dan keadilan maka penulis dapat
menjelaskannya sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang atau
jasa.

2. Mencari informasi mengenai berbagai aspek dari
suatu barang dan jasa yang akan dibeli atau
digunakan.

3. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah
disepakati- dan berdasarkan kesediaan kedua belah
pihak untuk saling merelakan , (Taradhin), yang
terealisasi dengan adanya ijab dan gabul (Sighah).

4. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang
terkait dengan perlindungan.®

Kewajibankewajiba nsumen sebagaim
dalam Pasmdalb kan secaraspesifik
hukum Islam, namun jika melihat_tujuan pe
k kémaslahatan konsumen dan aha, maka

per Ini sesuai dengan lam dan magashid
al-syari'an; itu u encapai  kemashlahah

(kebaikan).**

% Choirunnisak, “Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dalam Islam Di Desa
Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang,” AKM: Aksi Kepada Masyarakat 1, no. 2
(2021): 73-76, https://doi.org/10.36908/akm.v1i2.192.

O M. Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam
Perspektif Hukum Islam,” 2023.

41 Hasan Aedi, Teori Dan Aplikasi Etika Bisnis Islam (Bandung: Alfabeta,
2018), 59.
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b. Menurut Hukum Positif

Indonesia melalui Undang-undang Perlindungan

Konsumen Pasal 4 menetapkan hak-hak konsumen
sebagai berikut:*

1.

Hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam menggunakan barang atau jasa.

Hak wuntuk memilih barang atau jasa serta
mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
barang atau jasa yang digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa: perlindungan konsumen
secara patut, dimaksudkan untuk memulihkan keadaan
konsumen yang dirugikan karena menggunakan
produk melalui jalur hukum.

Hak untuk ndijt binaan dan pendi

konsumen,

ibat “penggunaan produk, —sehi
menjadilebih teliti dalam memili
dibu i

Hak untuk dlperleikukan atau dilayani secara benar
dan jujur serta tidak diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau
penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya.

Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

atu produk yang

1999.

%2 pasal 4 Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
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Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai
kewajiban keseimbangan, kewajiban ini terdapat dalam
pasal 5 undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:*

1. Membaca seerta mengikuti petunjuk informasi dalam
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau
jasa, demi keselamatan dan keamanan.

2. Memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan jasa.

3. Membayar tarif sesuai dengan yang telah disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara benar.

Setelah mendapatkan haknya, konsumen juga harus
melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran sebagai
wujud pemenuhan prestasi yang diwajibkan dalam
hubungan perjanjian, yang pada umumnya membebani
pihak pelaku usaha,**

Hak pelaku usaha terdapat pada pasali 6 Unda
undang No 8 Jahumag 1999 Tentang Perli
Konsumen,h iah
T Hak menerima pembayaran berdasarkan
engenai syarat-syarat dan nilai

j diperdagangkan.
Zmat p'erliw

ukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik.

3. Hak melakukan pembelaan diri yang sesuai dalam
kerangka penyelesaian sengketa hukum konsumen.

4. Hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan
oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.

*® Ibid., Pasal 5.

44 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Cet.1,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018).

% pasal 5 Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999.
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5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha terdapat pada pasal 7
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, yaitu:*°
1. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang akurat, jelas dan benar

mengenai kondisi barang atau jasa serta memberikan

penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan.

3. Melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau
yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar
mutu yang berlaku terhadap-barang dan jasa.

5. Memberikan kesempatan kepada konsumen, untuk
mencoba atau menguji barang dan jasa tertentu serta
memberikan jaminan-jaminan atas barang @ yan

diproduksi atdw yangydipgereagangkan.
.sMemberi ;ﬁwt'rj] ian akibat.<penggun
barang atau jasa yang diperdagangkan:
bagikan kompensasi, ganti Tugi gantian

apabi rang.. atau.jasa diterima atau
diman ak sesuam] ian.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen
a. Menurut Hukum Islam

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam
adalah untuk menciptakankan mashlahah (kemaslahatan)
bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan
konsumen di dalam UUPK disebutkan dalam Pasal 3
sebagai berikut:
1. Meningkatkan  kesadaran, = kemampuan  dan

kemandirian konsumen dalam melindungi diri.

% |bid., Pasal 7.
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2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen
dengan cara menghindarkannya dari akses negatif,
pemakaian barang dan jasa.

3. Memperkuat pemberdayaan konsumen dalam
memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya
sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mencakup  unsur  kerahasiaan  hukum  dan
keterbukaan informasi serta akses terhadap
informasi.

5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya -~ perlindungan  konsumen  untuk
mengembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas. barang: dan jasa untuk
menjamin_kelangsungan usaha produk barang atau
jasa, . kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan
keamanan konsumen.*’

Jika memperhatikan_tujuan perlindungan
yang tertubl 3 UUPK tersebut di

maka hal ini sesual dengan hukum Islam dan

-syari“ah (tujuan disyariatkannya h

ke hatan bagi manusia.

m Positi'

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan

Konsumen adalah:

1. Meningkatkan  kesadaran, = kemampuan  dan
kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen
dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif
dalam penggunaan barang atau jasa.

47 Ahmad Yani Gunawan Widjaja, Hukum Tentang Perlindungan
Konsumen (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2019), 53.
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3. Memperkuat pemberdayaan konsumen dalam
memilih, mengidentifikasi, dan menegaskan hak-
haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mencakup unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang
pentingnya  perlindungan  konsumen  untuk
mengembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk
menjamin kelangsungan produksi barang atau jasa
secara komersial, serta kesehatan, kenyamanan,
keselamatan, dan keamanan konsumen.*®

6. Perlindungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha

an-Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, perlindungan konsumen
menganut prinsip, halal, dangharam serta pemban
ekonomi, be&a ﬁ-undang atau pri
ekonomi Islam tertentu. Kegiatan ekonomi Islam
lindungan terhadap zat, prosespro i
ksi, dan akibatskons arang atau jasa.

alam ek , barang atau jasa

yang halal dari zaman zatnia menjadi terlarang ketika
metode produksi dan tujuan konsumen melanggar
ketentuan syara’.*°

Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur’an adalah
bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.
Allah SWT berfirman dalam QS. al-Bagarah [2] : 279.

1busi,

tujuan
Den

*¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 3.
 A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, 2nd ed.
(Jakarta: Diadit Media, 2018), 13.
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'Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah
perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu
bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu
tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi
(dirugikan) . (Q.S al-Bagarah [2] : 279)

Setelahs.Rasulullah- SAW hijrah: dari Mekkah ke

Madinah, beliau sebagal pemimpin agama dan sekaligus
sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil
dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan.
Seperti penahanan., stoka spekulasi, kolusi :
pembatalanﬁr:l “ tentang produk, pe
dengan sumpah palsu, atau i
yesatkan.*
b. Me ukum,Positif
indunga adalah keseluruhan
asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan
melindungi  konsumen  dalam  hubungan  dan
permasalahan penyediaan dan penggunaan produk
konsumen  antara  penyedia dan  masyarakat
penggunanya.>

Az. Nasution berpendapat, hukum konsumen yang
mengandung asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat

%0 Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.”, 34.

*! Rifka Novitaria, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Ikan Segar" (Lampung: Skripsi,
UIN Raden Intan Lampung, 2022), 38-39.
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mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan
sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum
yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai
pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan
jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.>®
Adapun asas-asas perlindungan hukum konsumen

sebagaimana Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen:

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mensyaratkan agar
segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan
konsumen dapat memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha pada umumnya.

2. Asas keadilan, dimaksudkan untuk memaksimalkan
seluruh_ masyarakat ndonesia .dan  menciptakan
peluang bagi konsumen dan pelaku usaha ' untuk
memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya

secara adil.
3. Asas kesei sudkan untuk menja
keseimban ntara” kepentingan.«material

irittal-konsumen, pelaku usaha;"dan

4. As keamanan dans kese tan konsumen,
huntuk
keamanan dan keselamat

jaminan atas

kepada konsumen dalam

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang
atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan untuk
menjamin pelaku usaha maupun konsumen menaati
hukum dan mencapai keadilan dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen  serta
negara menjamin kepastian hukum.

52 Barkatullah Abdul Halim, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia (Bandung: Pustaka Insani, 2019),
27.
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B. Akad llarah
1. Pengertian Akad Ijarah

Akad berasal dari kata al ‘agd yang mempunyai beberapa
arti  diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat.
Sedangkan akad menurut beberapa ulama figh memiliki
pengertian secara umum dan khusus, secara umum Yyang
dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad
seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian
secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah
pihak (ijab dan gabul) yang menimbulkan pengaruh pada
objek akad.*® ljab dalam definisi akad adalah ungkapan atau
pertanyaan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu
pihak. Sedang gabul adalah pernyataan atau ungkapan yang
menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan
pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.>*

ljarah_adalah perjanjian’ sewa-menyewa suatu barang
dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Jjarah juga
dapat diartikan sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu

barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalal
tertentu melall;ibb I wa atau imbala
merupakan mu lah disyariatkan dala

um asalnya adalah boleh atau_.mubah
dengan ketenttighnyang ditetapkaniSlam.>

Wtian syaPah urusan sewa-
menyewa yang J&las manfaat¥dan tujuannya dapat diserah
terimakan boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui
(gajian tertentu). Menurut Kitab UU Hukum Perdata sewa
menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang
lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu

%% Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Figh
Muamalah,” Jurnal Asas 2, no. 2 (2020): 2.

% Gufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2002), 76-77.

% Mawar Jannati Al Fasiri, “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah,”
Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2021): 237.
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tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak

tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannnya.*®
Secara terminologi ada beberapa definisi al- ijarah yang

dikemukakan para ulama figh:

a. Menurut ulama Hanafiyah yang mendefinisikan ijarah
dengan transaksi atau akad terhadap suatu manfaat, yang
diketahui dari barang yang disewakan dengan disertai
imbalan.

b. Menurut ulama Syafi’iyah ijarah adalah akad atau
transaksi atas suatu manfaat yang diinginkan tertentu,
bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan
tertentu. Maksudnya, ijarah terjadi antara pemilik barang
dan penyewa atas kehendak kedua belah pihak tanpa
adanya paksaan dari salah satu pihak. Selain itu, objek
yang diijarah kan bukanlah harta benda yang dilarang
Islam, seperti menyewakan senjata api-untuk membunuh
sesegrang.

C. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah = memberi

pengertian ijarah sebagai pemilikan manfaat sesuat

diperbolehkan k waktu - tertentu
imbalan. Oleh itu setiap yang dapat dimanf

i i ditetapkan sosok barang -maka_di kan

ijarah atasnya danjika tidak maka tidiak diperbolehkan.®’
Berdasa;%ash di para ulama ijma’

berpendapat tentang kebolehan Ijgrah. Karena manusia
senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau
tenaga orang lain. Jjarah adalah salah satu bentuk aktifitas
yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa—
menyewa atau upah —mengupah meringankan kesulitan yang
dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi
tolong—menolong yang dianjurkan agama. /jarah merupakan

% «Konsep Sewa Menyewa Dalam Islam” (Online) (Riau: UIN SUSKA,
2020), 1.

" Ahmad Syaichoni, “Ijarah Maushufah Fi Al-Dzimmah Dalam Kajian
Muamalah Kontemporer,” Jurnal Syntax Transformation 1, no. 10 (2020): 668—75.
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bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu
syariat Islam melegalisasi keberadaanya. Konsep Ijarah
merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk
menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

. Dasar Hukum Ijarah

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur
tentang lingkungan hidup dan ibadah kepada Tuhannya saja,
tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia seperti
praktik sewa-menyewa, yang mana selalu diatur dan di
tetapkan hukum dalam berbagai bentuk seperti Al-Qur’an,
Hadis, Ijma’, dan Kaidah Figh seperti berikut:

a. Dasar Hukum Al-Quran
Al-Qur’an dan hadis.banyak yang dapat menjadi

argument yang digunakan untuk para ulama. Landasan Al-
Qur’an yang menjadi kebolehan ijarah_.diantaranya
sebagai berikut:

1. Surah al-Bagarah [2] :
Ao
e 8w :/ 5f5
Isani3y  Ron !
w : 2 °

&

”... Dan jika kamu ingin anakmu diasuhkan oleh orang
lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. Bertagwalah kepada
Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa
vang kamu kerjakan”. (Q.S. al- Bagarah [2] : 233).

Surah al-Bagarah [2] : 233 menjadi dasar landasan
hukum tentang masalah sewa-menyewa. Karena ayat ini
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menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan suatu jasa
seperti menyusui untuk anak orang lain, setelah ayah dan
ibu si anak sepakat untuk menyusui anak tersebut, maka
hal itu juga termasuk bentuk Zjarah. Hal ini terjadi karena
masalah kesehatan maupun masalah lainnya. Oleh karena
itu, hal ini diperbolenkan asalkan pelayanan yang
diberikan kepada bayi oleh perempuan lain atau ibu susu
memadai dan upahnya sesuai dengan kondisi yang berlaku
di tempat tersebut. Memakai jasa juga merupakan jenis
sewa-menyewa dan mencakup manfaat yang mungkin
tersedia. Oleh karena itu, harus membayar upah atau
pembayaran sebagai ganti untuk menyewa suatu jasa
tersebut.

2. Surat al-Qasas [28] : 26.
P

- <
-

- - < }9 ,/,“ /E./ - & >
u.ajfp— ) og&;..»‘g_,.gtg Ln.@.‘:v\}/luj

2 o1 (g 53

“Salah seorarh l nita itu berkata, °

ahku'™Ambillah ia sebagai orang yang bekerj
kita) Karena.sesungguhnya orangwyang paling baik yang
kamu bekerja (padaki ah orang yang
kuat lagi dapa rcayd 7 (MZS] . 26).

Ayat ini mengacu pada keabsahan akad Ijarah. Ayat
ini menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa AS
bertemu dengan kedua putri Nabi Ishaq AS. Salah seorang
putri meminta kepada Nabi Musa AS untuk di istijar
(disewa tenaga/jasanya) untuk menggembalakan domba.
Ayat berikutnya menceritakan kepada kita bagaimana
Nabi Musa AS harus bekerja dan sistem pengupahan yang
diterimanya. Dalam kisah ini menggambarkan proses
penyewaan jasa seseorang dan bagaimana upah tersebut
dibayarkan.

G

-
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b. Hadis
Sewa menyewa ([jarah) dalam sabda Rasulullah
SAW adalah sebegai berikut:
1. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

st U clog e Al Jo b 325 O gq\j; A oF
(s ol oly) T BB Lig

“Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:
berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu
upahnya kepada tukang bekam itu.” (H.R. Bukhari
dan Muslim).*®

2. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a

" b ] -, "L e . s o
"(;lgjggLaiU\ 1o all ol JB JB6 2 o3l a2
(e ) ol e Sag SRS 45T 5 ki

“Dari Abdullah Ibnu Umar berkata, telah bersabda
Rasulullah shalallahu alaihi wasallam “Berikanlah

upah pekerja sebelum, keringatnya kering "
1hn Majah). I A .

Hadis ini mengartikan bahwa rsoalan
sewasmenyewa, terutama yang menggunakan jasa

' - a. Nabi sangat
menganjurkan agar upaf dibayarkan sebelum keringat
mengering atau setelah pekerjaan selesai. Artinya
upah harus segera dibayarkan dan tidak bisa ditunda.®

f

% H.R. Bukhari dan Muslim, Nailul Authar Jilid 4 (Surabaya: PT Bina
llmu, 2001), 1870.

% Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443
(Dar Thya”’ al-Kutub al-"’ Arabiyah, 2009), 816.

8 Dhaifina Fitriani, “Studi Al-Qur’an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit:
Ijarah (Sewa Menyewa),” Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic
Studies 2, no. 1 (2020): 27-38, https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2112.
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c. Ijma’
Disamping Al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum
ijarah adalah ijma’. Sejak zaman sahabat sampai
sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum
Islam sebab bermanfaat bagi manusia. Selain
bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat
sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah
satu akad tolong-menolong. Umat Islam pada masa
sahabat telah ber-ijma’ bahwa ijarah diperbolehkan
sebab bermanfaat bagi manusia semua ulama sepakat
dan tidak ada seorang ulama yang membantah
kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang
diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi hal itu
tidak dianggap. Tiga dasar hukum yaitu Al-Qur’an dan
Hadis di atas maka hukum diperbolehkannya sewa-
menyewa sangat. kuat karena kedua dasar hukum
tersebut merupakan sumber hukum Islam yang utama.
Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami
bahwa, sewa-m nye a itu diperbolehkan dalam 1
karena pada kekerungan Qleh
1tu;, manusia n yang lain terika
aling membutuhkan dan sewa-menyewa
satu aplikasi keterbatasan yang membutuhkan manusia
dal bermasyar

d. Kaidah Figh
AT 3 ot Ayt Yy OF % s e gig

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”®

8 Apdil Abdilah and Ahmadih Rojali Jawab, “Ijarah Dan IMBT (Al-ljarah
Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik) Dan Implementasinya,” Jurnal llmiah Multidisiplin 2,
no. 11 (2023), 5475.

82 Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, “Analisis
Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun
2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” Asas 13, no. 2 (2022), 1-23,
https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276.
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@L.Q,J\ NERI Al 3

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus
didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

Dari beberapa definisi jelas bahwa akad Zjarah
adalah memperoleh manfaat suatu benda jika benda
tersebut tidak dikurangi sedikitpun. Yang berpindah
hanya manfaatnya saja dari benda yang disewakan dan
kepemilikan tetap berada pada pemilik barang. Dapat
disimpulkan bahwa ljarah adalah suatu perjanjian yang
dilakukan oleh satu orang atau lebih, yaitu para pihak
untuk memenuhi suatu perjanjian yang mengikat
tertentu, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di
antara mereka.®®

3., Asas-asas Kontrak Akad
Asas berasal dari bahasa Arab“asasun yangrberarti dasar,
basis, ‘dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar
sesuatu “yang m m berpikir atau/ ber.
Istilah lain memiliki tilangan Kata asas adalah
aitu dasar atau kebenaran yang diperguna
berpikir, bertindak dan sebagain

M m Islam asas janjian atau kontrak
syariah sebag ut:®44

a. Asas llahiyyah (Ketuhanan)
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan
luput dari ketentuan Allah SWT yang disebutkan dalam
QS.al- Hadid [57]: 4

-ﬂﬁ - "/5: - }ﬁ’J/C}" //’E’}///}/
(D O Ly Al 8L (2l 58 S5m0

8 Muhammad Yazid, Figh Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyas, 2017), 188.

% Herlina Kurniati, Hukum Perikatan Kontrak Bisnis Syariah (Bandar
Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan
Lampung, 2020), 78-82.
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“Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan
Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”( QS.al-
Hadid [57]: 4)

Kegiatan Mu’amalah termasuk perbuatan perjanjian,
tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan
demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu.
Tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab
kepada masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri
dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

. Asas Kebebasan (al- Hurriyyah)

Islam memberi kebijakan kepada pihak-pihak yang
melakukan kontrak perjanjian, baik dalam menentukan
perkara yang akan dijanjikan (objek perjanjian) maupun
syarat-syarat termasuk menetapkan cara penyelesaian jika
terjadi sengketa. Kebebasan-menentukan' syarat-syarat ini
dibenarkan selagi tidak bertentangan dengan peraturan
syariat Islam. Tujuan asas ini untuk menjaga agar tidak

terjadi ‘penganiayaan (kezaliman) antara sesama m
melalui kontra:ﬁjtﬁyang disetujui, A
juga bertujuan i bentuk paksaan (i

an, dan-penipuan dari pihak manapun.
Asas persamaan atau. kesetaraan(at-Taswiyah)

SW muamWn salah satu
jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. asas ini
mengandung pengertian bahwa para pihak dalam
perjanjian mempunyai kedudukan yang sama Vaitu
mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang
dalam menentukan suatu akad. Asas ini menunjukkan
bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di
depan hukum dan yang membedakan kedudukan seseorang
di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.

. Asas keadilan (al- ‘Adalah)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk
benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi
perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi
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kewajibannya. Para pihak yang menggunanakan akad
penyusunan kontrak, wajib berpegang teguh pada asas
keadilan. Pengertian asas keadilan adalah suatu asas yang
menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada
prinsip kebenaran hukum syara "%

e. Asas Kerelaan (ar-Ridaiyyah)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang
dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing
pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para
pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan
penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan tercantum
dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ [4] : 29 sebagai berikut:

RS T R IR AN I e g
N R T R P ARG | W

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. an-Nisa’[4] : 29).

f.  Kejujuran (as- Sidq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilaksanakan
oleh setiap manusia dalam segala kehidupan, termasuk
dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak
diterapkan dalam suatu kontrak atau perjanjian, maka akan
berpenngaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad
tersebut.

85 Nilam Sari, “Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan
Syariah Di Indonesia,” Jurnal limiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2015): 35-36.
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g. Asas Tertulis (al-Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis
agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian
hari terjadi persengketaan. Dalam QS. al-Bagarah [2] :
282-283 yang dapat dipahami bahwa Allah SWT
menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian atau
kontrak dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan
diberikan tanggung jawab individu yang melakukan
perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.®

4. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun [jarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan gabul,
yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.
Rukun dari Jjarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau
perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa
transaksi itu-telah dilakukan karena suka sama suka. Mazhab
Hanafi, ‘mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa
adanya para pihak objek akad. Mereka mengatakan bahwa

dapun sewa-menyewa adalah ijab dan gabul, sebab s
a yang telah di#l bahwa yang di
engan rukun adal rmasuk dalam hakika

sewa-menyewa adalah sifat yang~terga

sewa-menyewa=itu tergantung padanyay-seperti pelaku akad
dan objeﬂa ia ter% terealisasinya
hakikat sewa-menyewa. Jadi menufrut ulama Hanafiyah rukun

sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini
disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat
sendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud
dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya
suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa-
menyewa itu sendiri.” Sedangkan rukun ijarah menurut
mayoritas ulama ada empat. Rukun dan syarat ijarah adalah
sebagai berikut:

66 [hi
Ibid.
87 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh (Jakarta: Kencana, 2010), 216.
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a. al-‘aqidani (Para pihak)

Pihak pertama Mu jir atau Mu ajjir merupakan orang
yang memberikan sewaan kepada penyewa berupa
barang yang dapat dimanfaatkan. Dan Pihak kedua
Musta jir merupakan orang yang menyewa barang dari
penyewa. Syarat dua orang berakad. Menurut ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan
berakal. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah dan
Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad
tidak harus mencapai usia baligh seperti mummayyiz
namun perlu persetujuan walinya. Kemudian ‘an-taradin,
artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri.
Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah
atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak
ataupun dari pihak lain.%

b. Sigatal- ‘agd (ljab dan Qabul)

Kedua orang yang berakad menyatakan kerelaannya

melakukan akad Sighat (Sigatul al -aqd), terdiri atas ijab

dan gabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab
dapat melal p‘(,j A dan tulisan,/isya
diam-diam, mata. Syarat-syar

sama‘denganijab dan gabul pada.jual beli aja ijab

dan gabul harus menyebutkan=masa atau waktu yang
di h
c. Ujrah (Sewa atau imbalan’

Uang sewa atau imbalan atas pemakaian suatu barang
disebut Ujrah. Upah saat melakukan akad Zjarah harus
jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.
Para pihak penyewa dan yang menyewakan melakukan
perjanjian harga sewa. Pada dasarnya Ujrah diberikan
saat terjadinya akad dalam transaksi sewa-menyewa.

Para ulama telah menetapkan syarat Ujrah sebagai berikut:
1. Berupa harta yang tetap dan dapat diketahui. Jika Ujrah
tersebut berupa tanggungan maka Ujrah harus disebutkan

%8 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 132.
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ketika akad dan kedua belah pihak mengetahui jenis
ukuran dan sifat ujrah tersebut.

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah
seperti upah sewa menyewa rumah untuk ditempati
dengan menempati rumah tersebut.

d. Ma‘qgiad ‘alaih (Objek Akad)
Salah satu cara untuk mengetahui ma‘qid ‘alaih

(barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan

waktu dan jenis pekerjaan.”® Segala sesuatu yang berkaitan

dengan harta bedan boleh diakadkan ijarak, asalkan
memenuhi persyaratan dibawah ini:

1. Harta bedan dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara
langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak
terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad
ijarah: atas harta benda yang masih dalam penguasaan
pihak lain, bukan pihak keduanya.

2.. Pemilik menjelaskan ‘secara transparan tentang.kualitas,

kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan

tentang keadaan parang tersebut.
.“Harta benda y eg.a jek ijarah haruslah
benda, yang bersifat iszi ‘mali, yakni harta benda

dimanfaatkan berulangkali -tanpa

kerusa at danspengurusan sifat Sedangkan harta
ben istihlaki.i

da yang rusak
atau berkurang " sifatya karena pemakaian. Seperti
makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.

4. Manfaat dari objek ijarah tidak bertentangan dengan
Hukum Islam. Seperti menyewakan tempat untuk
melakukan maksiat.

5. Objek yang disewakan manfaat dari sebuah benda,
seperti: sewa warung untuk usaha, sepeda untuk
dikendarai dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-

8 Muhammad Andriansyah, Tri Winarsih, and Arif Fikri, “Praktik Jasa
Convert Pulsa Jadi Uang Pandangan Hukum Islam (Study Di Instagram Master
Voucher),” Asas 14, no. 01 (2022), 90-100,
https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13146.
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menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak
langsung. Seperti, sewa pohon durian untuk diambil
buahnya dan sewa-menyewa ternak untuk diambil
susunya, telurnya, keturunannya dan bulunya.™

5. Macam-macam ljarah
a. ljarah bil al-Manfa ‘ah

Bersifat manfaaat atas suatu benda atau barang dalam
hak guna, yaitu menjadikan kegunaan suatu barang untuk
ma‘gad ‘alaih misalnya sewa-menyewa rumah, toko,
kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang
dibolehkannya syara’ untuk dipergunakan, maka para
ulama figh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek
sewa menyewa.

b. ljarah bi al-‘amal

Bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan
cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu
pekerjaan. ljarah seperti ini, menurut para ulama figh.
Hukumnya baleh apabila jenis pekerjaan itu/jela
buruh bang t ﬂt, dan buruh p
tukang sepatu. 1jar g“seperti ini;ada yan
ribadi~dan, seperti menggaji seeran
tangga,-dan bersifat serikat yaiturseseorang yang menjual
epenting k, seperti tukang
sepatu, buruhpabrik, dan tikang jahit.”

Menurut para ulama figh, bentuk al-ljarah dari
pekerjaan ini  hukumnya boleh. Apabila yang
dipekerjakan adalah orang perseorangan, maka segala
pekerjaan untuk tujuan dipekerjakan itu menjadi
tanggung jawab orang tersebut. Namun para ulama figh
sepakat bahwa jika perbuatannya mengakibatkan

70 Rachmat Syafe’I, llmu Ushul Figih, Cet 4 (Bandung: Pustaka Setia,
2010), 127.

™ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan
Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts),” Qawanin Journal of
Economic Syaria Law 4, no. 2 (2020): 193-208.
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kerusakan di tangannya dan bukan disebabkan oleh
kelalaian atau kesengajaan, maka ia tidak wajib
membayar ganti rugi.

6. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Perjanjian atau akad termasuk akad sewa-menyewa
menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang
membuatnya dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak
dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.
a. Pihak pemilik objek

1. Pemilik objek wajib menyerahkan barang yang
disewakan kepada si penyewa.

2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian
sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang
dimaksudkan.,

3. Memberikan kepada penyewa kenikmatan/manfaat atas
barang yang disewakan selama waktu berlangsungkan
sewa-menyewa.

4.. Menanggungkan, se kepada penyewa, apabi
barangyang hgﬁﬂsng disewakan.
Berhak atas uang sewa yang besarnya“sesuai

telah-diperjanjikan.

Menegi embali barang obj janjian di akhir
ma% : w‘
b. Pihak penyewa '
1. Wajib memakai barang yang disewa sesuai dengan
tujuan yang diberikan pada barang itu menurut
perjanjian sewanya, atau tidak ada perjanjian mengenai
itu, menurut tujuan yang dipasngkan berhubungan
dengan keadaaan.
2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah
ditentukan.
3. Berhak menerima manfaat bagi barang yang disewakan.
4. Menerima ganti kerugian jika terdapat cacat barang
yang disewa
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5. Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama
memanfaatkan barang yang disewa.

Masing-masing pihak dalam sebuah perjanjian harus
saling memenuhi prestasi. Dalam konteks sewa-menyewa ini
berupa memberikan sesuatu (memelihara barang sewa atau
membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang
yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan).

Penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk
kepentingan lain diluar yang diperjanjian, sedangkan bagi
yang menyewakan dilarang selama waktu sewa mengubah
wujud atau tataan barang yang disewakan.”

7. Berakhirnya Akad ljarah
a. Meninggalnya salah satu pelaku akad
Salahssatu pihak meninggal dunia ini merupakan
pendapat ulama mazhab Hanafi. Bagi mazhab ini manfaat
yang diperoleh dari ijarah adalah sesuatu.yang terjadi
secara bertahap dan ketika meninggalnya salah satu pih

manfaat terseput tidak adaydan tidak sedang di
Maka - mustahi u a diwariskan.  Sed
menurut Jumhur Ulama, akad ijarahtidak bat

atnya-salah seorang yang berak menurut

m lamamanfaat.itu bol iwariskan dan ljarah
t kedua .

b. Pengguguran akad (lgalah)

Karena akad ijarah adalah tukar menukar harta
dengan harta, maka memungkinkan untuk digugurkan
seperti jual beli, atas dasar kesepakatan antara kedua
belah pihak.

c. Rusak barang disewakan

Dalam hal ini harus spesifik seperti baju yang

disewakan untuk dijahitkan dan diputihkan, karena tidak

Ju
i

2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia
(‘Yogyakarta: Gajah University Press, 2020), 73-74.
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memungkinkan mengambil manfaat setelah barang itu
rusak, sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad.
Habisnya masa ijarah kecuali karena halangan

Karena sudah ditetapkan sampai batas tertentu
maka dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu.
Oleh karenanya jika ada halangan seperti masa ijarah
sudah habis dan ditanah yang disewa terdapat tanaman
yang belum dapat dipanen. Maka tanaman dibiarkan
sampai bisa dipanen dengan membayar upah umum.
Pengembalian Barang Sewaan akad ljarah

Berakhirnya akad ijarah maka penyewa
berkewajiban pula mengembalikan barang yang disewa,
jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan
kepada pemiliknya, dan jika barang sewaan berbentuk
benda. tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam
keadaan. kosong, jika barang sewaan itu tanah ia wajib
menyerakan kepada pemiliknya dalam keadaan.kosong
dari. tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk

menghilangkannya.”

Mazhab Alilemat ijarah berakhi
penyewa haru askan“barang-yang disewa dan ti
a Kkepastian mengembalikannya-=untuk
terimakan sepertisbarang titipan:"Ada pendapat lain yaitu
jika tidak terjadi

N(hir masf\
kerusakan tanpa¥disengaja, a tidak ada kewajiban

menanggungnya.

Hikmah ljarah (Sewa-menyewa)

Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika sebuah
akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan
syaratnya dipenuhi maka konsekuensinya pihak yang
menyewakan memindahkan barang kepada penyewa
sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-

"3 Saprida Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Zuul Fitriana Umari,
“Sosialisasi [jarah Dalam Hukum Islam,” AKM: Aksi Kepada Masyarakat 3, no. 2

(2023): 288.
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masing mereka halal menggunakan barang tersebut
dijalan yang dibenarkan.

Orang yang terjun di dunia perniagaan, berkewajiban
megetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sewa-
menyewa itu sah atau tidak (fasid). Maksudnya agar
muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya
jauh dari penyimpangan yang merugikan pihak lain. Tidak
sedikit umat Islam yang mengabaikan mempelajari seluk
beluk sewa-menyewa yang dipandang oleh Islam mereka
tidak peduli kalau yang disewakan adalah barang yang
dilarang atau melakukan unsur-unsur penipuan. Yang
diperhitungkan, bagaimana dapat meraup keuntungan
yang banyak, tidak peduli ada pihak lain yang dirugikan.
Sikap seperti .ini merupakan kesalahan besar yang harus
diupayakan pencegahannya, agar umat Islam yang
menekuni dunia-usaha.mana yang-dilarang dan dapat
menjatuhkan diri dari‘segala yang subhat.

Sewa-menyewa merupakan bentuk keluwesan dari
Allah SWT untuk hamba-hambanya. Karen
manusia me alk an berupa sandan
dan papan. uhan=kebutuhan primer terseb
terus 'melekat selama manusia masihhidup. , tidak
ada seorangpun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sew Islam ( pola interaksi
(bermuama dengan seSamanya. Di antara sebab dan

dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat
oleh siapapun ialah segala yang terjadi dari benda yang
dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.”

Muamalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam
kehidupan manusia karena itulah maka syariat Islam
membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi
salah satu kebutuhan hidupnya tanpa harus melakukan
pembelian barang karena jumlah uangnya terbatas,
misalnya pertama menyewakan rumah kepada orang yang

™ M Habi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Figh Islam, Cet. 1 (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2020), 427.
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membutuhkan tempat tinggal dan dapat menyewakannya
untuk memperoleh uang dalam rangka untuk memenuhi
kebutuhan lainnya. Kedua, menyewakan alat wifi kepada
orang yang membutuhkan untuk membuka usaha cafe,
Warnet dan kebutuhan rumah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sewa-
menyewa ini mempunyai peranan yang penting dalam
kehidupan sehari hari mulai zaman jahiliyyah hingga
zaman modem seperti saat ini. Kita tidak dapat
membayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari,
apabila sewa menyewa ini tidak diperbolehkan oleh
hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, sewa-
menyewa diperbolehkan dengan keterangan syarat yang
jelas dan dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka
mencukupi kebutuhan. Setiap orang mendapatkan hak
untuk melaksanakan.sewa-menyewa berdasarkan prinsip-
prinsip yang telah ‘diatur dalam syariat Islam. yaitu
memperjual belikan manfaat suatu barang.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian jual
merupakan tran ylg ifat konsesuals Per
int~mempuny. at“h yaitu pada Saat s

nyewa=._berlangsung dan apabila
berlangsungs“maka pihak yang menyewakan (Mu'ajjir)
berk menyeraWu'jir) kepada
pihak penyewa “(Musta jir) dengan diserahkannya
manfaat barang atau benda maka pihak penyewa
berkewajiban pula untuk menyerahkan kembali uang
sewanya (Ujrah).”

™ Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV

Diponegoro, 2020), 319-320.
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